BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketidakoptimalan penanganan TPPU kehutanan selama ini disebabkan
karena tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan
TPPU kehutanan yang belum berjalan dengan baik. Hal dimaksud terjadi
oleh karena hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak adanya kepastian kewenangan yang jelas antar para aktor, tidak
adanya kepastian pembagian peran serta tidak adanya inisiator utama
yang menginisiasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam
penanganan TPPU.

b. Belum terbangunnya trust, understanding dan openness yang baik
antar para aktor. Belum terbangunnya elemen-elemen tersebut
membuat para aktor tidak yakin dan tidak percaya dengan kerjasama
yang ditawarkan oleh aktor lain.

c. Sumber daya yang terbatas dan kapabilitas para aktor dalam
penanganan TPPU kehutanan, menjadi hal lain yang menyebabkan
bentuk tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan
TPPU kehutanan ini belum optimal.

2. Lack of Leadership merupakan salah satu elemen yang menyebabkan
tidak optimalnya penanganan TPPU kehutanan selama ini. Ketidaaan
kepemimpinan menyebabkan para pihak yang terlibat dalam penanganan
TPPU Kehutanan memiliki target dan strategi masing-msing yang bisa jadi
tidak sejalan/tumpang tindih antara satu pihak dengan pihak lainnya.

3. Untuk penanganan TPPU kehutanan belum cukup hanya dengan
menggunakan teori Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) tentang tata
kelola pemerintahan yang terintegrasi. Dalam hasil penelitian diperoleh
fakta bahwa sumber daya merupakan faktor penting yang harus ditangani

terlebih dahulu sebelum dimulainya tata kelola pemerintahan yang
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terintegrasi dalam penanganan TPPU kehutanan. Selain itu elemen
Kepemimpinan juga belum di bahas secara detail dalam teori Emerson,
Nabatchi, dan Balogh (2012). Kepemimpinan yang sesuai untuk tata kelola
pemerintahan yang terintegrasi adalah model kepemimpinan fasilitastif
yang bukan hanya berfungsi sebagai pengawas saja, namun juga berfungsi
sebagai mediator, maupun mendorong pemberdayaan para pihak yang
terlibat. Teori Kepemimpinan yang terintegrasi, lebih detail dijelaskan
dalam Model tata kelola pemerintahan yang terintegrasi menurut Ansell &
Gash (2008). Lebih lanjut penelitian ini juga mengungkapkan perlunya
kerangka hukum dalam suatu skema tata kelola pemerintahan yang
terintegrasi. Penelitian yang menungkap pentingya kerangka hukum ini
tidak dibahas dalam teori tata kelola pemerintahan yang terintegrasi
menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012). Namun pentingnya
kerangka hukum dalam suatu bentuk tata kelola pemerintahan yang

terintegrasi telah diungkap oleh Huiting Qi (2019).

. Penelitian ini belum membuka lebih jauh terkait tantangan-tantangan yang
timbul dalam proses tata kelola pemerintahan terintegrasi yang melibatkan
penyidik kehutanan, FIU, PJK dan LSM Kehutanan. Tantangan-tantangan
antar para pihak tersebut berpotensi menimbulkan tidak berhasilnya sistem
tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Selain itu penelitian ini juga
belum secara khusus menggali lebih dalam terkait peran kepemimpinan
fasilitatif dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mendalami tantangan-
tantangan dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi serta menggali
lebih dalam terkait peran kepemimpinan fasilitatif dalam mengoptimalkan

tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

96



B. SARAN
Saran yang disampaikan peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah

sebagai berikut:

1. Saran Praktis

a.

Untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi
perlu adanya kerangka hukum vyang tepat agar pemberian
kewenangan dan pembagian peran dapat secara jelas di atur sehingga
tidak menimbulkan tumpang tindih atau pemberian kewenangan yang
tidak sesuai tugas dan fungsi lembaganya. Sebagaimana penelitian
Huiting Qi (2019) bahwa terdapat empat prinsip yang dapat
memperkuat kerangka hukum dalam tata kelola pemerintahan yang
terintegrasi. Empat prinsip dimaksud adalah peningkatan
prediktabilitas hukum agar para pihak yang terlibat memperoleh
pemahaman tentang bagaimana kekuasaan digunakan dan
bagaimana tindakan para pihak dimaksud dapat mempengaruhi hasil.
Aksesabilitas hukum perlu diperkuat agar para pihak memperoleh
pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum akan
diterapkan dalam situasi tertentu dan bagaimana tindakan mereka
akan mempengaruhi hasil kolaborasi. Prinsip akuntabilitas hukum
diperlukan agar para pihak yang terlibat dapat memahami dan
mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku dalam kolaborasi.
Sedangkan partisipasi hukum diperlukan agar para pihak dapat lebih
memahami bagaimana suatu keputusan dibuat dan bagaimana
peraturan yang dibuat tersebut dapat mempengaruhi kolaborasi. Oleh
sebab itu agar tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam
penanganan TPPU kehutanan dapat berjalan dengan optimal
diperlukan suatu peraturan yang didalanmya terkandung prinsip-
prinsip prediktibilitas, aksesabilitas, akuntabilitas, dan partisipasi
hukum. Peraturan ini diharapkan mengikat seluruh Lembaga yang
terlibat dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam

penanganan TPPU kehutanan.
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Untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran para pihak yang
terlibat dalam penanganan suatu proyek/kebijakan bersama, perlu
menekankan kepada para pihak bahwa para pihak yang terlibat
memiliki kesamaan tujuan yaitu menekan jumlah kejahatan TPPU
kehutanan di Indonesia dengan memberikan vonis yang dapat
menyebabkan efek jera bagi para pelaku TPPU kehutanan. Oleh
sebab itu perlu disusun suatu strategi bersama yang menjadi pemandu
dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi untuk

mencapai tujuan bersama dimaksud.

Identifikasi kebutuhan dan kapasitas sumber daya perlu dilakukan
pada tahap awal tata kelola pemerintahan yang terintegrasi agar dapat
memetakan kekurangan maupun kekuatan kemampuan dan
kompetensi para pihak yang terlibat dalam skema tata kelola

pemerintahan yang terintegrasi.

2. Saran Akademis

a.

Perlunya penelitian lanjutan terkait peran Kepemimpinan Fasilitatif
dalam suatu tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Penelitian ini
diperlukan untuk menggali lebih dalam terkait apa yang dimaksud
Kepemimpinan Fasilitatif, bagaimana pemimpin fasiitatif ini
melaksanakan fungsinya agar tata kelola pemerintahan yang
terintegrasi dapat berjalan lebih optimal dan siapa yang dapat
berperan sebagai pemimpin fasilitatif dalam sebuah tata kelola
pemerintahan yang terintegrasi. Hal ini perlu diteliti mengingat bahwa
kepemimpinan fasilitatif adalah pemimpin yang bukan hanya
mengawasi dan memonitor jalannya tata kelola pemerintahan yang
terintegrasi, namun juga mampu berperan sebagai mediator,
mendorong pemberdayaan para pihak yang terlibat dalam tata kelola
pemerintahan yang terintegrasi serta meredam permasalahan yang
terjadi saat proses tata kelola pemerintahan yang terintegrasi

berlangsung.
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Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggambarkan dan
memetakan penyebab utama tidak optimalnya tata kelola
pemerintahan yang terintegrasi. Penelitian ini  belum dapat
mengidentifikasi konflik-konflik yang mungkin timbul dalam proses tata
kelola pemerintahan yang terintegrasi beserta solusi untuk
permasalahan yang timbul dimaksud. Oleh sebab itu peneliti berharap
adanya penelitian lanjutan yang khusus mendalami tentang
permasalahan yang terjadi dalam suatu tata kelola pemerintahan yang
terintegrasi, bagaimana solusinya dan siapa/apa yang paling berperan
mengatasi permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang
terintegrasi.
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